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Abstrak

Pemberitaan tentang penghayat kepercayaan meningkat drastis sejak Putusan MK Nomor
97/PUU- XIV/2016 di sahkan tahun 2017. Pemberitaan ini tersebar dalam surat kabar, berita
televisi dan artikel berita daring seperti Kompas.com, Suara Merdeka, Detik dan Republika.
Pemberitaan yang memuat isu sensitif tentang formalisasi identitas penghayat kepercayaan
kemudian menjadi perhatian publik. Penelitian ini kemudian difokuskan pada wacana yang
muncul dalam pemberitaan identitas penghayat kepercayaan di Kompas.com. Pendekatan
penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data
diambil pada artikel berita Kompas.com pada kurun waktu 7 November 2017 sampai Desember
2021. Analisis data dilakukan dengan memadukan Textual Network Analysis (TNA) dan Critical
Discourse Analysis (CDA) dengan bantuan software NVIVO, WordlJ dan Gephi. Hasil penelitian
diketahui bahwa formalisasi identitas penghayat kepercayaan masih mengalami hambatan dalam
konteks diskriminasi dan eksklusi yang masih terjadi dan dilakukan oleh kelompok mayoritas.
Kedua, wacana yang terbangun dalam pemberitaan Kompas.com terdiri dari lima pokok yang
secara umum mendorong komitmen pemerintah dalam implementasi formalisasi identitas
penghayat kepercayaan. Walaupun di dalamnya masih memunculkan kontrol absolut dari negara
terkait dengan kemerdekaan dan kesetaraan dalam memeluk kepercayaan dan agama.

Kata kunci : penghayat kepercayaan; identitas; putusan MK; TNA; CDA

Mainstream Discourse on the Identity of Believers After the
Constitutional Court's Decision on Online Media Kompas.com

Abstract
Reports about believers have drastically increased since the Constitutional Court's Decision
Number 97/PUU-XIV/2016 was ratified in 2017. This news is spread in newspapers, television
news, and online news articles such as Kompas.com, Suara Merdeka, Detik, and Republika.
Reports that contain sensitive issues regarding the formalization of the identity of believers then
become public attention. This research is then focused on the discourse that appears in the news
on the identity of believers in Kompas.com. The research approach uses qualitative methods with
descriptive research types. The data source was taken from a news article from Kompas.com
from November 7, 2017, to December 2021. Data analysis was carried out by combining Textual
Network Analysis (TNA) and Critical Discourse Analysis (CDA) with the help of NVIVO, WordlJ,
and Gephi software. The results of the study show that the formalization of the identity of believers
in belief still faces obstacles in the context of discrimination and exclusion that still occur and are
carried out by the majority group. Second, the discourse that was developed in the Kompas.com
news coverage consisted of five main points that in general encouraged the government's
commitment to the implementation of the formalization of the identity of believers. Although in it
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still raises absolute control of the state related to independence and equality in embracing beliefs
and religions.
Keywords : indigenous religion; identity; Constitutional Court's Decision; TNA, CDA

LATAR BELAKANG

Studi-studi terdahulu yang membahas penghayat kepercayaan dalam satu
dekade terakhir selalu di dominasi oleh permasalahan sejarah organisasi, ajaran,
identitas, eksklusi dan diskriminasi hak—hak dasar pada masyarakat penghayat
kepercayaan (Baskoro, 2020; Bustami, 2005; Crouch, 2013; Hamudy & Rifki, 2020;
Hefner, 2021; Hernandi, 2014; Hertz, 2014; Mutaqgin, 2014; Ramstedt, 2019) Setidaknya
terdapat dua alasan mengapa studi-studi tentang penghayat kepercayaan hanya
terfokus pada hal-hal berikut. Pertama, walaupun regulasi-regulasi untuk melindungi dan
mengakomodasi kepentingan masyarakat penghayat kepercayaan telah banyak dibuat,
tetapi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok mereka masih terjadi masyarakat
(Baskoro, 2020). Kedua, implementasi regulasi-regulasi berikut masih jauh dari harapan,
sehingga eksklusivitas masyarakat penghayat kepercayaan masih terjadi hingga kini.

Ini menunjukkan seolah-olah bahwa penghayat kepercayaan selalu ditampilkan
dengan isu-isu sensitif, yang cenderung merepresentasikan kehidupan kelompok yang
eksklusif (Hernandi, 2014). Terlebih bila membicarakan isu-isu yang berkaitan dengan
identitas dan pelayanan hak yang aturannya belum lama ini di sahkan, yaitu putusan MK
(Mahkamah Konstitusi) Nomor 97/PUU- XIV/2016 yang menyamakan kedudukan aliran
kepercayaan sama dengan agama di mata hukum (Viri & Febriany, 2020). Putusan yang
dikeluarkan MK berikut diawali dari polemik identitas penghayat kepercayaan di KTP
yang tidak dapat mencantumkan agama yang dianut, dan hal ini ditengarai menjadi awal
mula diskriminasi dan eksklusi sosial pada kelompok ini.

Sebelum adanya putusan MK berikut, peminggiran pada penghayat kepercayaan
bukan hanya terjadi dalam koridor religius-kultural di level masyarakat bawah saja, tetapi
juga lewat proses politik di level pemerintah dan negara (Al Qurtuby & Kholiludin, 2019).
Dengan kata lain peminggiran terhadap kelompok penghayat kepercayaan dilakukan di
segala level, mulai dari level state sampai society, mulai level marjinalisasi, diskriminasi
hingga eksklusi. Studi-studi yang membahas isu peghayat kepercayaan pasca putusan
MK sudah banyak dilakukan.. Namun, dari sekian banyak studi yang dilakukan berikut
kebanyakan hanya mengulas bagaimana implementasi keputusan MK berikut dan
masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat. Namun, kendati telah ada studi
terdahulu yang mengulas permasalahan penghayat kepercayaan pasca putusan MK,
namun kebanyakan pembahasan masih seputar aspek teknis, procedural dan politik
birokratis (Adzkiya & Fadhilah, 2020; Baskoro, 2020; Hamudy & Rifki, 2020; Maarif et
al., 2019; Mahestu, 2018; Mustolehudin & Muawanah, 2017; Silaban et al., 2020), namun
bagaimana diskursus dan wacana penghayat kepercayaan di dunia digital belum banyak
dibahas.

Untuk mengisi celah tersebut, studi ini mengambil fokus polemik identitas
penghayat kepercayaan pasca putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 di salah satu
portal berita daring Kompas.com. Media ini dipilih berdasarkan klaster yang telah
dielaborasi terkait pembahasan penghayat kepercayaan pasca putusan MK di tahun
2017. Portal berita daring Republika awalnya mendominasi dengan 28 artikel berita
(47%). Disusul Kompas dengan 17 artikel berita (29%), Suara Merdeka 9 artikel berita
(15%) dan terakhir Detik 4 artikel berita (9%) (Mustolehudin & Muawanah, 2017).
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Namun, bila ditelusuri lebih lanjut kawalan isu identitas penghayat kepercayaan pasca
putusan MK hingga tahun 2020 didominasi oleh Kompas dengan 61 artikel berita (52%),
Republika 28 artikel berita (26%), Detik 20 artikel berita (15%) dan Suara Merdeka 9
artikel berita (5%). Selain itu menurut website pemeringkat situs populer Alexa (2021),
menampilkan Kompas.com di peringkat 6 sebagai situs populer di Indonesia atau
menjadi peringkat 4 apabila dilihat dalam kategori portal berita. Data berikut kemudian
menjadi pijakan awal mengapa diskursus wacana identitas penghayat kepercayaan
difokuskan pada Kompas.com. Selain dipandang punya nama besar sebagai portal
berita daring di Indonesia, juga dapat dikategorikan portal berita daring yang mengarus
utamakan berita tentang penghayat kepercayaan dengan kuantitas berita yang
ditampilkan serta seringnya situs diakses oleh netizen.

Fakta diatas menunjukkan gambaran dinamika yang terjadi pada portal berita
daring di Indonesia dalam mengelola isu dan wacana penghayat kepercayaan pasca
Putusan MK 2017. Oleh karenanya, sebagai panduan analisis untuk mendalami
fenomena berikut, studi ini menggunakan kerangka Textual Network Analysis (TNA)
yang dikembangkan Elad Segev dan Critical Discourse Analysis (CDA) oleh Teun Van
Dijk. Secara ringkas Textual Network Analysis merupakan interseksi antara Social
Network Analysis (SNA) dan Content Analysis (CA). TNA melihat kuantitas dan struktur
hubungan antar kata untuk mengidentifikasi kata-kata sentral dalam tubuh tulisan (teks).
Selain itu melihat pula klaster-klaster kata yang bertujuan untuk mengungkap makna,
topik, tema dan frame pada jaringan kata yang di produksi oleh Big Data (Segev, 2020).
Sedangkan Critical Discourse Analysis digambarkan sebagai metode untuk melihat
bagaimana struktur dan elemen dalam suatu teks memiliki kekuatan (supporting power)
untuk mewacanakan suatu representasi maupun ideologi dibalik teks (Faircloucgh,
2012; Van Dijk, 2014).

Kerangka Textual Network Analysis dan Critical Discourse Analysis belakangan
mulai sering dipakai untuk lebih memahami transformasi ruang baru dan wacana yang
dibangun dalam beberapa lokus penelitian: Transformasi digital dan diversgensi
institusional pada kebijakan level makro (Muhammaditya & Hardjosoekarto, 2021);
sentimen vaksinasi balita di media sosial (Featherstone et al., 2020; Gloria et al., 2018);
pengalaman kuliner (Oh & Kim, 2020); wacana novel (Morris, 2015); industri seni dan
hiburan (Fronzetti Colladon & Naldi, 2019); persepsi publik tentang kesenjangan gender
(Stella, 2020); wacana Make America Great Again (Eddington, 2018); gerakan sosial
digital (Jiang et al., 2016; Xiong et al., 2019); hingga sampai sebagai alat analisa
konstruksi sosial di media massa (Karman, 2014; Pratiwi, 2018; Puji, 2016; Rahmawati,
2020). Namun, sejauh ini belum ada yang menggunakannya dalam membaca
karakteristik dan konstruksi sosial dalam wacana yang direproduksi portal berita online
tentang penghayat kepercayaan.

Maka dari itu, studi ini akan membahas dua pertanyaan utama; 1). Bagaimanakah
dinamika wacana identitas penghayat kepercayaan pasca Putusan MK 20177 dan 2).
Bagaimanakah Kompas.com dalam memetakan corpus untuk membentuk dan
mengkonstruksi wacana pemberitaan tentang penghayat kepercayaan dalam kerangka
Textual Network Analysis dan Critical Discourse Analysis? Tujuan dari penelitian ini
adalah menelusuri lebih jauh proses dari bagaimana wacana pemberitaan berikut
memengaruhi konstruksi sosial massa pada topik tentang penghayat kepercayaan.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif
yang dilakukan dengan studi data berbasis digital. Penekanan pada studi digital di
dasarkan pada perkembangan dan penyebaran internet yang pesat (Palys et al., 2012).
Dengan demikian, banyak peluang menarik terutama dari dominasi internet dan
implikasinya untuk pengambilan sampel dan pengambilan data pada portal berita daring
untuk studi tentang identitas penghayat kepercayaan pasca putusan MK 2017. Unit data
yang dianalisis dalam artikel ini adalah kumpulan artikel berita di Kompas.com yang
membahas soal isu identitas penghayat kepercayaan pasca Putusan MK 2017 dan terbit
antara November 2017 sampai Desember 2020. Terdapat 62 artikel yang dikumpulkan
dengan metode scrapping dengan bantuan software NVIVO Capture. Kumpulan data ini
validasi dengan 3 langkah: 1). Penentuan sampel corpus (kata yang Menyusun jaringan),
2). Mengidentifikasi aktor kunci dalam jaringan (corpus utama), 3). Mebersihkan daftar
corpus Yyang tidak diperlukan dengan stopword lewat software Word.ij (Granovetter,
2018; Gruzd & Mai, 2020; Segev, 2020). Sampel data yang sudah ditentukan kemudian
di analisis dengan menggunakan pendekatan TNA. Analisis TNA merupakan
persimpangan antara analisis SNA dan Content Analysis dengan melihat kualitas dan
struktur hubungan antar kata untuk mengidentifikasi kata-kata sentral dalam tubuh teks
dan kelompok kata. Kata-kata dalam hal ini dipahami sebagai aktor (corpus) yang
terhubung melalui jaringan berupa edges, titik fokus terlihat dari seberapa sering kata-
kata yang dianalisis ini muncul dalam satu jaringan atau lebih (co-appereance/co-
occurance) (Annisa, 2021; Segev, 2020). Analisis data dilakukan dengan software Gephi
dengan pendekatan modularitas untuk mengetahui seberapa banyak jaringan komunitas
tersusun, degree untuk mengetahui jumlah hubungan aktor ke aktor lain dan betweenes
centrality untuk mengetahui pengaruh atau power suatu aktor pada aktor lainnya (Blondel
et al., 2008; Granovetter, 2018).

Gambar 1: Langkah-langkah analisis TNA
Prosedur Validasi Stopword =~ Prosedur Analisis Gephi

Menentukan Interpretas g .
sampel corpus Jaringan Identifikasi
\ / kata-kata sentral
Identifikasi klaster (tema)

Identifikasi Aktor ter
Utama dalam Jaringan Textual Network dan struktur jaringan

Analysis
Membersinkan daftar kata Sparsifikasi
dengan Stopword by Tala jaringan
(2003)
____________________ Mengubah daftar kata
menjadi jaringan

Sumber: Diolah dan diadopsi peneliti dari (Segev, 2020)

Setelah memetakan jaringan kata dalam kerangka TNA, langkah selanjutnya
adalah menganalisisnya dalam kerangka analisis wacana kritis (critical discourse
analysis). Pendekatan analisis wacana kritis (CDA) yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan kerangka dari Teun Van Dijk (2008). Pendekatan CDA Van Dijk dipilih
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dengan alasan sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu peneliti ingin melihat dan
mendeskripsikan bagaimana penghayat kepercayaan diposisikan dalam wacana
pemberitaan Kompas.com pada isu identitas penghayat kepercayaan. Selain itu
penggunaan CDA dari Van Dijk secara konseptual lebih cocok untuk menganalisis secara
kritis wacana yang dikontruksi Kompas.com. Kerangka CDA dari Van Dijk juga dianggap
lebih jernih dalam merinci struktur, komponen dan unsur-unsur wacana (Van Dijk, 2008).
Lebih lanjut, dengan pendekatan kognisi sosial kerangka CDA dari Van Dijk juga sangat
cocok untuk membahas disparitas kekuasaan pada elemen struktur sosial masyarakat
yang melahirkan eksklusi maupun inklusi sosial (Faircloucgh, 2012; Susilo, 2021).
Sebagai acuan unit data analisis adalah hasil pemetaan jaringan teks yang telah
dilakukan dengan pendekatan TNA. Selanjutnya hasil pemetaan jaringan teks berikut di
komparasi dengan komposisi artikel berita Kompas.com tentang identitas penghayat
kepercayaan secara utuh untuk melihat sejauh mana kedudukan, ideologi dan
keberpihakan Kompas.com dalam wacana pemberitaan identitas penghayat
kepercayaan di Indonesia. Berikut gambaran elemen analisis CDA:

Tabel 1: Elemen analisis CDA Van Dijk

Struktur wacana Hal yang diamati Elemen
Struktur makro TEMATIK Topik
(apa yang dikatakan)
Superstruktur SKEMATIK Skema
(bagaimana pendapat di susun dan
dirangkai)
Struktur mikro SEMANTIK Latar, detail, maksud,

(makna yang ingin ditekankan pada  praanggapan, nominalisasi
teks berita)

Struktur mikro SINTAKSIS Bentuk kalimat, koherensi,
(bagaimana pendapat disampaikan) kata ganti
Struktur mikro STILISTIK Leksikon
(pilihan kata apa yang dipakai)
Struktur mikro RETORIS Grafis, metafora ekspresi

(bagaimana dan dengan cara apa
penakanan dilakukan)
Sumber: diadopsi dan diolah peneliti dari (Susilo, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Pengakuan Identitas Penghayat Kepercayaan pasca Putusan MK
Penganut aliran kepercayaan merupakan suatu kelompok masyarakat yang hidup
dan berkembang di masyarakat sudah dalam waktu yang lama, bahkan sebelum
Indonesia dibentuk sebagai sebuah negara. Penganut aliran kepercayaan dalam
perkembangannya disebut sebagai penghayat kepercayaan (Bustami, 2014; Hernandi,
2016). Sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, sudah
sepatutnya masyarakat penghayat kepercayaan diperlakukan sama oleh negara. Akan
tetapi dalam perkembangannya kelompok penghayat kepercayaan tidak diperlakukan
sama dan menerima diskriminasi oleh masyarakat mayoritas, bahkan esklusi oleh
negara. Diskriminasi dan eksklusi yang diterima masyarakat penghayat ini beragam
bentuknya, seperti kesulitan akses jaminan sosial, pengurusan dokumen kependudukan
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seperti KTP, KK, Akta Menikah, Akta Kelahiran, pengucilan dari lingkungan dan
pemaksaan masuk dalam agama resmi (Mutaqgin, 2014).

Fokus pada soal identitas yang menjadi hulu dari segala diskriminasi dan eksklusi
terhadap masyarakat penghayat kepercayaan (Viri & Febriany, 2020). Perkembangan
paling progesif dalam konteks identitas adalah Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016
yang memutuskan kesamaan derajat antara kepercayaan dan agama di mata hukum.
Sejalan dengan ini masyarakat penghayat kepercayaan diberikan ruang untuk
menuliskan identitas kepercayaan mereka di KTP. Akan tetapi, keputusan ini diikuti
dengan persyaratan dan regulasi yang mengisyaratkan relasi kuasa negara atas
keyakinan warga negaranya (Hefner, 2021). Melalui seperangkat hukum, pemerintah
sebagai penguasa negara menggunakan alat tersebut dalam menentukan apakah
kepercayaan atau keyakinan yang di anut oleh warganya dapat di rekognisi dan dilayani.
Hal ini memperjelas bahwa sebenarnya diskriminasi oleh masyarakat luas kepada
masyarakat penghayat kepercayaan disebabkan oleh eksklusi yang dilakukan oleh
negara melalui alat-alat hukum yang mengekangnya.

Secara struktural pengakuan pada penghayat kepercayaan dibagi dalam dua
struktur, yaitu struktur akomodatif dan struktur eksklusif. Struktur akomodatif dalam hal
ini seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pada pasal 28E ayat 2 yang menyatakan
“setiap orang berhak atas meyakini kepercayaann, menyatakan pikiran dan sikap sesuai
hati nuraninya (Al Qurtuby & Kholiludin, 2019). UUD 1945 Pasal 29 yang menyatakan
“‘jaminan negara terhadap pilihan keyakinan tiap-tiap penduduk dalam memilih agama
dan kepercayaan yang dianut” (Bustami, 2005; Kholik & Azhari, 2018). Selanjutnya ada
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk yang selanjutnya dirubah dalam UU Nomor
24 Tahun 2013 yang menyatakan tata cara perkawinan bagi penganut aliran
kepercayaan. Selain itu ada regulasi lain yang mengakomodasi eksistensi penghayat
kepercayaan, seperti Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40-42 Tahun 2009, Permendikbud Nomor 27 Tahun
2016. Terakhir yang paling terbaru adalah Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016.

Sedangkan dalam struktur eksklusif seperti yang tercantum dalam UU Nomor 1
Tahun 1965 tentang PNPS: Penyalahgunaan Penodaan Agama yang menjadi hulu
dalam eksklusi sosial terhadap penghayat kepercayaan (Bagir et al., 2014). Hal ini terjadi
karena krisis politik yang terjadi pada waktu itu karna pemberontakan PKI yang dibumbui
isu keagamaan yang kental, sehingga pemerintah melakukan formalisasi agama yang
dalam konteks ini tidak me-rekognisi aliran kepercayaan di dalamnya (Picard & Madinier,
2011). Dampaknya terjadi resistensi kepada penghayat kepercayaan dan memaksa
mereka masuk dalam agama-agama yang diresmikan negara (Laelafitrianisahronie,
2021). Selain itu ada Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN yang
menegaskan bahwa Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan
agama. Berikutnya muncul Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tentang
kebijakan mengenai Aliran-aliran Kepercayaan yang menyatakan “Departemen Agama
tidak lagi mengurusi aliran kepercayaan” (Firdaus, 2019).

Membandingkan dua struktur di atas, dapat dikatakan bahwa pengakuan atas
eksistensi masyarakat penghayat kepercayaan mengalami pasang surut. Komponen
struktur akomodatif yang lebih banyak dalam praktiknya belum sepenuhnya memberi
ruang dan kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan sebagai bagian dari warga
negara. Faktanya dasar hukum yang sering diberikan ke penghayat kepercayaan lebih
banyak pada konteks struktur eksklusif. Negara seakan-akan hadir hanya dalam
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bayang-bayang saja dan masyarakat penghayat seolah-oleh diperlakukan sebagai anak
tiri dalam ruang hidup bermasyarakat. Masyarakat penghayat kepercayaan selalu di
asosiasikan sebagai outsider community, karena memiliki kebiasaan, adat dan budaya
di luar masyarakat umum (Hernandi, 2014).

Putusan MK Nomor 97 yang dikeluarkan pada November 2017 dan menjamin
kesetaraan agama dan kepercayaan di mata hukum, serta mengesahkan cantuman
kepercayaan dalam KTP menjadi babak baru dalam politik agama serta diskursus
formalisasi identitas bagi penghayat kepercayaan. Sejak keputusan ini, penghayat
kepercayaan mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan administrasi
kependudukan, misalnya pengurusan perkawinan, kelahiran, pindah domisili dan
layanan lainnya seperti pekerjaan, asuransi, sekolah dan lain sebagainya (Baskoro,
2020; Laelafitrianisahronie, 2021).

Akan tetapi, Putusan MK tersebut juga menimbulkan permasalahan baru.
Pengakuan eksistensi aliran kepercayaan menimbulkan standar baru berupa prasyarat
dan aturan untuk mendaftarkan diri dan diakui keberadaannya oleh pemerintah.
Mekanismenya adalah harus membuat organisasi secara formal dan mendaftarkan diri
ke Direktorat Kepercayaan dan Tradisi yang ada dalam Kemendikbud RI serta masuk
dalam pengelolaan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Selain itu pemerintah
juga menetapkan standar pokok dalam menentukan sebuah organisasi adalah aliran
kepercayaan, yaitu harus menyembah Tuhan YME, bukan ajaran animisme, ajaran dan
lambang kepercayaan tidak serupa dengan agama mana pun. Syarat dan aturan yang
ditetapkan berikut menjadi bukti kontrol negara pada setiap keyakinan yang dianut oleh
warganya. Seakan-akan negara tidak bisa menerima dengan yakin (take for granted)
kebebasan warganya dalam menentukan dan menganut suatu ajaran dan keyakinan
(Hernandi, 2014, Laelafitrianisahronie, 2021; Maarif et al., 2019; Sukirno, 2019).

Pemetaan Jaringan Kata pada Berita Identitas Aliran Kepercayaan

Pada era digital, informasi di produksi melalui jaringan kata-kata yang muncul
bersama dalam teks. Teks inilah yang memuat wacana untuk disebarkan ke berbagai
media seperti artikel surat kabar, pidato politik, website, status sosial media dan berbagai
platform informasi lainnya (Blondel et al., 2008; Segev, 2020; Stella, 2020). Sedangkan
jaringan kata-kata adalah wacana yang disusun dan mengandung makna dibaliknya
yang selanjutnya dikomunikasikan dalam bentuk informasi (Kang et al., 2017; Martin Jr,
2014; Shin, 2020). Kekuatan jaringan sendiri dapat menunjukkan bagaimana suatu
wacana disusun dengan melihat derajat kedekatan antar kata (closeness centrality),
derajat pengaruh masing-masing node ke node lainnya (betweenness centrality) dan
jumlah hubungan secara langsung antar node (degree) (Granovetter, 2018; Segev,
2020). Dalam konteks wacana identitas penghayat kepercayaan, secara empiris
merekam wacana dalam jaringan tekstual di media daring Kompas.com. Dari hasil
analisis TNA yang telah dilakukan terdapat 53 corpus (node), 325 edges (ties) dan
dikelompokkan dalam 5 komunitas corpus yang saling terhubung dalam satu ikatan
jaringan.
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Gambar 1: Sebaran corpus dalam jaringan wacana identitas Penghayat Kepercayaan
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Sumber: Diolah dari hasil analisis TNA (2021)

Berdasarkan modularitas, terdapat 5 komunitas yang terhubung dalam satu ikatan
jaringan. Lima komunitas ini terbagi sebagai berikut: 1). Corpus “Agama” dengan
modularitas sebesar 28,3%. 2). Corpus “Negara” dengan modularitas sebesar 24,53%.
3). Corpus “Kependudukan” dengan modularitas sebesar 24,53%. 4). Corpus
“Penganut” dengan modularitas sebesar 15,69%. dan 5). Corpus “Terkait” dengan
modularitas sebesar 7,55%. Setiap komunitas yang terbagi dalam lima kelompok ini
masing-masing membawa wacana sendiri, dengan berdasarkan ukuran modularitas
(Segev, 2020). Kelompok pertama dengan modularitas terbesar yaitu sebanyak 28,3%
mengusung wacana “pengisian kolom agama dalam KTP sebagai penganut aliran
kepercayaan” yang sudah sejak lama menjadi tujuan masyarakat penghayat
kepercayaan. Wacana ini dianggap sangat fundamental berkaitan dengan pemecahan
masalah ekslusi dan diskriminasi pada kelompok masyarakatnya. Kelompok kedua
dengan derajat modularitas sebesar 24,53% mengusung wacana “dukungan pemerintah
pada hak-hak sipil sebagai warga negara pada masyarakat penghayat kepercayaan
yang telah di putuskan oleh MK”. Walaupun dalam konteks itu masih ada beberapa
resistensi dari Lembaga negara seperti MUI yang membawabhi berbagai ormas Islam
seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Kelompok ketiga dengan
derajat modularitas yang sama dengan kelompok kedua, yaitu sebesar 24,53%
mengusung wacana “aspek regulasi dan aturan kependudukan yang secara struktural
memberikan pengakuan dan akomodasi pada eksistensi masyarakat penghayat
kepercayaan”. Aspek struktur akomodatif ini menjadi dasar legislasi dalam uji materi
yang di ajukan oleh penggugat kata “agama” dalam pasal 61 UU No. 23 tentang
Adminduk 2006. Kelompok keempat dengan derajat modularitas sebesar 15,69%
mengusung wacana “‘bagaimana eksistensi penghayat kepercayaan dihadang oleh
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diskriminasi yang dilakukan masyarakat mayoritas”. Kondisi ini terjadi berkat
pemahaman masyarakat yang kurang terhadap kelompok penghayat dan di legitimasi
pula oleh struktur esklusif berupa produk hukum masa lalu dan masih berlaku sampai
saat ini. Bahkan mungkin sengaja terus digunakan sebagai alat politik guna
mengendalikan penganut aliran kepercayaan (state exsclusion). Kelompok kelima
dengan derajat modularitas sebesar 7,55% mengusung wacana “teknis legislasi gugatan
ke MK pada tahun 2016”, yang berupa uji materi pada Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64
Ayat 1 UU No. 23 tentang Adminduk 2006, pun pada perubahannya di UU No. 24
Adminduk 2013.

Gambar 2: Jaringan kata-kata Wacana Identitas Penghayat Kepercayaan
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Sumber: Diolah dari hasil analisis TNA (2021)

Wacana formalisasi identitas penghayat kepercayaan disusun berdasarkan
keterkaitan dan afiliasi tiap corpus dalam modularitas yang telah di uraikan diatas yang
membentuk jaringan (Blondel et al., 2008). Berikutnya Segev (2020) mendefinisikan
jaringan sebagai penyusun alamiah dalam pembentukan suatu wacana menjadi
informasi. Interaksi antar corpus dan sub-jaringan berikut yang kemudian digunakan
sebagai asas penilaian keterpengaruhan wacana dalam membentuk informasi. Derajat
keterpengaruhan di ukur dengan hitungan statistik closeness centrality atau kedekatan
hubungan corpus satu dengan lainnya, betweennes centrality atau pengaruh satu
corpus ke yang lainnya dan jumlah degree yang di miliki tiap corpus atau jumlah relasasi
tiap corpus ke corpus lainnya (relasi masuk dan keluar) (Blondel et al., 2008; Segev,
2020; Stella, 2020).

Tabel 2: Jumlah ties terbanyak dan pengaruh tiap node

No Corpus (Node) Jumlah Koneksi Kedekatan (Closeness Pengaruh (betweenness
(ties) centrality) centrality)

1 Agama 37 0, 590909 0,217954

2  Warga 33 0, 530612 0,125478

3 Negara 29 0, 536082 0,100438

4 KTP 25 0, 460177 0,62997

5 Hak 23 0, 448276 0,48685

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2021)
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Berdasarkan tabel dan uraian diatas, identifikasi corpus difokuskan pada 5 corpus
dengan relasi (ties) terbanyak. Pertama corpus “Agama” dengan jumlah relasi 37 terbagi
dalam 18 relasi masuk (in degree) dan 19 relasi keluar (out degree). Angka closeness
centrality diketahui sejumlah 0,590909 dan betweenness centrality diketahui sejumlah
0,217954 yang berarti “Agama” menjadi corpus inti dalam wacana identitas penghayat
kepercayaan. Kedua corpus “Warga” dengan jumlah relasi 33 terbagi dalam 21 relasi
masuk dan 12 relasi keluar. Angka closeness centrality diketahui sejumlah 0, 530612dan
i diketahui sejumlah 0,125478 yang berarti “Warga” menjadi corpus kedua dengan relasi
dan pengaruh yang kuat dalam wacana identitas penghayat kepercayaan. Ketiga corpus
“Negara” dengan jumlah relasi 29 yang terbagi dalam 12 relasi masuk dan 17 relasi
keluar. Angka closeness centrality diketahui sejumlah 0, 536082 dan betweenness
centrality diketahui sejumlah 0,100438 yang berarti corpus ketiga dengan pengaruh
yang kuat, utamanya dalam membentuk jaringan dengan wacana dukungan pemerintah
terhadap Putusan MK. Keempat corpus “KTP” dengan jumlah relasi 25 yang terbagi
dalam 14 relasi masuk dan 11 relasi keluar. Angka closeness centrality diketahui
sejumlah 0,460177dan betweenness centrality diketahui sejumlah 0,62997 yang berarti
menjadi corpus keempat dengan penagruh dan kedekatan terbesar. Terutama dalam
Menyusun wacana teknis pencantuman kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam
kolom agama di KTP, serta menghubungkannya dengan wacana eksklusi yang
diberikan masyarakat mayoritas pada penghayat kepercayaan. Kelima corpus “Kolom”
dengan jumlah relasi 23 terdiri dari 13 relasi masuk dan 10 relasi keluar. Angka
closeness centrality diketahui sejumlah 0, 448276 dan betweenness centrality diketahui
sejumlah 0, 48685 yang berarti menjadi corpus dengan pengaruh besar kelima.
Terutama dalam Menyusun wacana hak penghayat kepercayaan sebagai warga negara
tidak diberikan dan cenderung di acuhkan sebelum Putusan MK Nomor 97 disahkan.

Wacana ldentitas Aliran Kepercayaan di Kompas.com dalam Kerangka CDA

Pemetaan jaringan melalui kerangka TNA diatas menghasilkan lima Kklaster
struktur corpus yang mengkonstruksi wacana pemberitaan identitas penghayat
kepercayaan. Kelima corpus yang dominan ini terdiri dari agama, warga negara, negara,
KTP dan hak. Setiap struktur corpus atau teks yang telah terkonstruksi berikut perlu di
elaborasi lebih dalam untuk melihat struktur wacana yang ditampilkan oleh
Kompas.com. struktur wacana ini dibedah dengan menggunakan pendekatan kognisi
sosial lewat bantuan analisis analisis wacana kritis (CDA) Teun Van Dijk. Fokus
pembedahan dilakukan dengan melihat elemen-elemen wacana yang terdiri dari tiga
bagian, yaitu struktur makro, struktur mikro dan suprastruktur yang ada dalam teks di
tubuh setiap artikel berita (Faircloucgh, 2012; Hamad, 2004; Van Dijk, 2014).

Pembedahan teks (corpus) dalam kerangka CDA dimulai dengan melihat struktur
makro dalam susunan teks yang telah di petakan. Struktur makro sendiri dimaknai
sebagai pemaknaan secara umum terhadap teks dilihat dari wacana yang dimunculkan
dalam tema tertentu (Drabu, 2018; Lopez Maestre, 2020; Van Dijk, 2008). Hal yang
diamati dalam struktur makro fokus pada aspek apa yang dikatakan (tematik) dalam
berita yang di analisis, pertanyaan ini selanjutnya dapat dilihat dalam topik berita
(Faircloucgh, 2012; Susilo, 2021; Van Dijk, 2014). Melihat dari hasil TNA dan
keseluruhan wacana berita terkait identitas penghayat kepercayaan pasca putusan MK
memuat wacana besar tentang formalisasi identitas penghayat kepercayaan sebagai
penganut aliran kepercayaan dalam KTP.
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Hal ini tidak mengherankan bila merujuk pada lima klaster jaringan teks (corpus)
dari TNA yang telah dilakukan. Kelima jaringan teks berikut yakni agama, warga negara,
negara, KTP dan hak merepresentasikan pilihan-pilihan teks yang inklusif terhadap hak
sipil penganut aliran kepercayaan. Selain itu kelima teks kuat dalam jaringan ini pada
masing-masing klasternya selalu memosisikan penghayat kepercayaan sebagai
kelompok ter-subordinasi oleh negara. Fakta ini didukung dalam susunan teks yang
selalu memuat frasa “diskriminasi”’, “pemenuhan”, “diakui” dan “berbeda”. Frasa-frasa
berikut secara tidak langsung dimaksudkan penulis-penulis Kompas.com untuk
mengartikulasikan bahwa penghayat kepercayaan merupakan kelompok yang
terdiskriminasi, kebutuhan dan hak administrasinya belum terpenuhi serta tidak diakui
keberadaannya.

Pada tahap selanjutnya, pembedahan wacana tentang identitas penghayat
kepercayaan dilakukan pada elemen suprastruktur. Elemen ini merupakan struktur
wacana yang memiliki relasi yang disebabkan karena analisis antara kerangka teori teks
dengan bagian yang disusun secara sistematis dalam teks (Faircloucgh, 2012;
Featherstone et al., 2020; Van Dijk, 2014). Hasil pengamatan suprastruktur terfokus
pada bagaimana pendapat disusun dan dirangkai (skematik) (Susilo, 2021; Van Dijk,
2008). Pada elemen suprastruktur ini unit analisis di bagi menjadi empat bagian, yakni
summary yang berada di judul, lead, isi dan cerita keseluruhan berita dan penutup
(Askew & Williams, 2021). Berdasarkan 62 artikel berita Kompas.com dan pemetaan
jaringan kata di TNA, pembahasan suprastruktur dibagi dalam empat konsep besar
yaitu, dsikriminasi dan eksklusi sosial pada penghayat kepercayaan, putusan MK Nomor
97/PUU- XIV/2016 yang menyamakan kedudukan agama dan kepercayaan, pro-kontra
terhadap hasil putusan MK berikut dan tindak lanjut pada tahap implementasi formalisasi
identitas penghayat kepercayaan di KTP.

Dari uraian empat konsep besar yang ada pada suprastruktur berikut,
Kompas.com mengisyaratkan perdebatan politik agama yang menarik ulur posisi
kelompok penghayat kepercayaan. Kompas.com satu sisi ingin memperlihatkan secara
gamblang bagaimana eksklusi negara terhadap penghayat berdampak sangat besar
pada segala aspek kehidupannya. Ruang-ruang eksklusi dimulai pada level masyarakat
dengan membiarkan stigma penghayat sebagai liyan terus bergulir. Selanjutnya ruang
eksklusi ini kembali berlaku pada level layanan administratif negara, dengan pembedaan
pengurusan segala keperluan sipilnya. Pada sisi yang lain dengan segala sisi eksklusi
dan diskriminasi yang diterima kelompok penghayat kepercayaan memberikan celah
untuk melawan pada level konstitusi dengan mengajukan gugatan ke MK. Upaya-upaya
ini dilukiskan dengan baik oleh Kompas.com, dengan kuantitas berita hasil putusan MK
hingga beberapa ulasan.

Dalam elemen ketiga, pembedahan wacana identitas penghayat kepercayaan
dilakukan pada struktur mikro. Analisis pada elemen struktur mikro dibagi dalam empat
bagian, yaitu semantik yang menguraikan makna yang ingin ditekankan pada teks
(Latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi), sintaksis yang mendeskripsikan
bagaimana pendapat disampaikan (Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti), stilistik yang
beroperasi pada pilihan kata apa yang dipakai (leksikon), retoris yang menekankan pada
bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan (grafis, metafora ekpresi) (Philo,
2007; Susilo, 2021; Van Dijk, 2014).

Secara semantik latar yang disorot adalah ketika formalisasi identitas kepercayaan
pada penghayat kepercayaan lewat putusan MK direspon publik. Ulasan tentang
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putusan MK ini di reproduksi berulang-ulang dengan mengambil posisi dari berbagai
sudut, mulai dari dampak putusan MK, teknis pelaksanaan sampai pada riwayat
diskriminasi. Muara dari unsur semantik ini dimaksudkan untuk memosisikan kelompok
penghayat kepercayaan yang ter-eksklusi dan terdiskriminasi, sehingga negara perlu
memberikan perlindungan serta memberikan haknya seperti warga negara yang lainnya.
Poin-poin berikut hampir ditemui pada setiap artikel yang dikumpulkan. Dalam unsur pra
anggapan wacana mikro dikonstruksikan dengan mengulas pendapat aktor-aktor terkait.
Mulai dari pendapat aktor mayoritas dari kelompok muslim terkait kesetaraan
kepercayaan dan agama yang diwakili kelompok Nahdlatul Ulama (NU) yang
ditampilkan lebih menerima dengan prasyarat tertentu. Deskripsi resistensi dijelaskan
pula dengan pendapat-pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat ketua umum
KH. Ma’ruf Amin.

Sedangkan pada unsur sintaksis terdapat tiga unsur penting, yakni koherensi,
bentuk kalimat dan kata ganti. Sisi koherensi ditampilkan dengan dua bentuk, yaitu
koherensi sebab-akibat dan koherensi pembeda. Kemudian pada unsur bentuk kalimat
dari 62 artikel yang dikumpulkan lebih banyak bentuk kalimat deduktif ditampilkan
daripada kalimat induktif. Sedangkan untuk kata ganti dominasi terletak pada
penggunaan kata ganti jamak seperti mereka, para, kami dan kita. Hal ini tidak terlepas
sebagai upaya untuk menampilkan penghayat kepercayaan sebagai kelompok liyan.
Representasi semacam itu yang diupayakan Kompas.com untuk mendorong inklusifitas
pada penghayat kepercayaan. Sehingga perlu kontrol negara dengan pendekatan
struktural untuk memulihkan hak-hak penghayat kepercayaan. Untuk kata ganti tunggal
cukup sedikit ditemukan, mengingat penggunaannya hanya terbatas pada pendapat
tokoh-tokoh yang ditampilkan memberikan statement pro-kontra pada wacana ini.

Gambar 3: Bagan CDA ldentitas Penghayat Kepercayaan di Kompas.com
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Sumber: diolah peneliti dari hasil penelitian (2021)
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Secara stilistik dan retoris berbeda pada tiap artikel, tergantung pada konteks
pemberitaan yang produksi. Pada sektor grafis beberapa artikel menampilkan data-data
tabel dan grafis angka untuk memperkuat wacana yang dilontarkan. Secara visual image
ditemui beberapa metafora sepertigambar lampu petromak dengan logo Pancasila yang
dimaksudkan untuk merepresentasikan bagaimana birokratisasi diskriminasi yang
berujung pada intoleransi. Di sisi yang lain beberapa foto kegiatan penghayat
kepercayaan ditampilkan dalam headline artikel sebagai ilustrasi dan penjelas.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, wacana formalisasi
identitas penghayat kepercayaan dengan mencantumkan kata “Kepercayaan terhadap
Tuhan YME” belum terimplementasi dengan baik. Walaupun dalam konteks ini gugatan
atas Pasal 61 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 UU Nomor 23 Tentang Adminduk sudah
dikabulkan oleh MK dengan mengesahkan Putusan MK Nomor 97/PUU- XIV/2016 pada
tanggal 7 November 2017. Hambatan ini berupa kesulitan akses dalam mengurus
dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Selain itu
juga pada sektor lainnya seperti pekerjaan, asuransi dan pendidikan. Polemik
pencantuman kepercayaan dalam kolom agam di KTP pun juga menjadi politik agama
baru dari negara. Secara tidak sadar aturan yang sebenarnya menyetarakan posisi
kepercayaan dengan agama ini dianggap menjadi cara baru negara untuk mengontrol
dan men-standarisasi apa yang boleh diyakini dan dipeluk oleh warga negara terkait
dengan agama dan kepercayaan.

Kedua, hasil analisis TNA tentang formalisasi identitas penghayat kepercayaan
dalam kolom agama di KTP memunculkan 5 wacana pokok yaitu: 1). Kewajiban dan
keharusan pemerintah untuk menyetarakan aliran kepercayaan dengan agama. Secara
langsung juga mengisyaratkan penghapusan diskriminasi dan eksklusi yang sudah
biasa diterima oleh masyarakat penghayat kepercayaan. 2). Dukungan pemerintah dan
komitmen pelayanan yang sama bagi penghayat kepercayaan pasca putusan MK.
Sekaligus upaya perlindungan terhadap resistensi yang muncul dari kalangan agama
resmi, utamanya dari lembaga negara seperti MUI yang terdiri dari ormas Islam. Juga
memberikan pemahaman dan sosialisasi Putusan MK berikut kepada kalangan agama
resmi. 3). Penghayat memiliki dasar hukum dalam konteks pengakuan negara pada
eksistensinya, seperti yang termuat dalam struktur akomodatif dalam bentuk UUD, UU,
Surat Keputusan Menteri dan Permen. 4). Hambatan-hambatan yang dialami oleh
masyarakat penghayat kepercayaan berupa diskriminasi dari kelompok mayoritas, yang
kemudian melatarbelakangi uji materi dan berujung pada kesetaraan yang tercantum di
Putusan MK 27. 5). Uraian secara teknis legislasi yang dilakukan dalam gugatan Pasal
61 Ayat 1 dan Pasal 64 Ayat 1 UU Nomor 23 tentang Adminduk yang menjadi dasar
subordinasi negara dan mayoritas pada masyarakat penghayat kepercayaan.
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